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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum, Wr. Wh.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan
instansi pemerintah secara rutin, guna tersusunnya rekomendasi terkait
kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah
birokrasi bersih melayani yang akan dijadikan sebagai referensi
pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme,
oleh karena itu Pengadilan Negeri Koba mengadakan survey ini.

Survey ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Survey ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman
dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Koba, yang diambil
dengan kuesioner.

Pelaksanaan survey dan laporannya ini, tentunya masih banyak
kekurangan sehingga masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar
lebih baik. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun senantiasa
kami terima.

Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya
segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Koba dan masyarakat
pengguna layanan di Pengadilan Negeri Koba.

Wassalamu’alaikum Wr. Wh.

Pangkalpinang, 3 Januari 2024

Tim Survey
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BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan
Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen
untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55
Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun
2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitment tersebut
yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah
satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan
penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya
yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi
untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan
wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari
masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih
melayani menitikberatkan pada Integritas  penyelenggara dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara
pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap
dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah

ditetapkan.
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1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi

Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan

kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi

Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona

integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih

melayani.

1.3.

1.4.

Landasan Hukum

a)

b)

<)

d)

g)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran
negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU no 20 tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi
Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012
tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan
Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah
Tahun 2012-2014.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-20109.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi korupsi beberapa
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1.4.2.

1.4.3.

persiapan yang perlu perhatikan adalah sebagai berikut.

Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan melalui aplikasi Survey Pelayanan
Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum
(SISUPER) pada Pengadilan Negeri Koba.

Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan
Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan
per triwulan atau 4 (empat) kali dalam setahun melalui

Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah
ditetapkan di dalam kuesioner Aplikasi Survey Pelayanan
Elektronik (SISUPER) dengan alamat:

http:/ /esurvev.bacliium‘mahkamahagun;{.go.id/index.ph

p/kontrol ipk

Pengisian Kuesioner oleh responden telah mendapatkan

penjelasan terlebih dahulu dari petugas.

Pengujian kualitas dan validitas data.

Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner
kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur,
Jjenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan
dalam analisis obyektivitas responden kemudian

Menyusun dan mencetak laporan layanan survey.

Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu per 3 (tiga)

bulan/4 (empat) kali dalam setahun.
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BAB II
METODOLOGI
2.1. Metode Penelitian
Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau
lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan
variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.
Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada
dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik

individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan
layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel
menggunakan teknik accidental sampling. Accidental sampling adalah
teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang
secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai

sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan
penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang
sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian
yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri dengan mengisi
Aplikasi  Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dengan alamat
http://esurvey.badilum. mahkamahagung.go.id/index. php/kontrol_ip
k melalui komputer touchscreen yang berada di lobi depan PTSP.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah

yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.
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2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang
dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disi tanpa wawancara
tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu per 3
(tiga) bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang
diambil dari Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua
Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas
pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan
mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan
apakah responden benar-benar disurvey secara tepat oleh petugas, dan

bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survey IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data
Analisis data untuk menentukan indeks korupsi menggunakan
teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan
skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi
paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan
mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.
Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka
absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi
masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik
analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan
dengan cara sebagai berikut :
Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang
digunakan dalam penelitian ini.
Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian
dikonversikan ke angka 0-100.
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4
maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.
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2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survey lapangan, dilakukan beberapa
tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai
realitas lapangan. Adapun alur penyusunan tools untuk survey persepsi

korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas

Tabel 2
Ruang lingkup survey Indeks Presepsi Korupsi

o uang lingkup
Manipulasi Peraturan

Penyalahgunaan Jabatan

Menjual Pengaruh

Transaksi Biaya

Biaya tambahan
Hadiah
Transparansi Biaya

Percaloan

O R N[ O] O] & @B O] =

Perbuatan Curang

—
o

Transaksi Rahasia N
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Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Nilai Nilai Interval
Mutu | Kinerja

Persepsi | Interval Konversi IPK

Tidak bersih
1 1.00 - 1.75 25 -43.75 1 )

dari korupsi

Kurang bersih
2 1.76 - 62.50 |43.76 - 62.50 2

dari korupsi

Cukup bersih
3 2.51-3.25 62.51 - 81.25 3

dari korupsi

Bersih dari
4 3.26 - 4.00 81.26 - 100.00 |4 )

korupsi
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3.1.
3.1.1,

a.1.2,

BAB III

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Profil responden

Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh
gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses

layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba

mayoritas memiliki latar Dasar Pendidikan S1.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden
No | Pendidikan Terakhir Frekuensi %
1 | Tidak Sekolah 0 0%
2 |SD 2 4%
3 [ SMP 5 10%
4 |SMU 16 32%
S | Diploma 0 0%
6 |S1 21 42%
7 | S2 S 10%
8 S3 1 2%
Tidak mencantumkan pendidikan

10 | terakhir 0 0%
Jumlah S50 100%

Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa
sebesar 58 % responden pengguna layanan Satuan Kerja

pada pengadilan Negeri Koba mememiliki pekerjaan sebagai

lainnya.
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3.1.3.

Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No | Pekerjaan Utama Frekuensi %
1 PNS 10 20%
g | TN 0 0%
3 | POLRI 2 4%
4 | SWASTA 7 14%
5 | WIRAUSAHA 2 4%
6 | TENAGA KONTRAK 0 0%
7 | LAINNYA 29 58%
Jumlah 50 100%

Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan

Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Koba berdasarkan

kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna

layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada

usia antara 29 tahun s/d 39 tahun. Bagi kelompok usia di

atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil,

demikian pula kelompok usia di atas 60 tahun.

Tabel 6.
Usia responden

No | Umur Frekuensi %

1 18-28 10 20%

2 129-39 29 58%

3 [40-49 10%

4 [ 50-59 2 4%

6 | 60-69 4 8%
Jumlah 50 100% J
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3.2.

3.2.1.

Indeks persepsi korupsi per indikator

Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00
pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 7.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan.

Apakah Pelayanan oleh Petugas sesuai dengan prosedur dan
ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu?

(Manipulasi Peraturan)

Jumlah Nilai
No. |Jawaban | Skor Frekuensi Per
Ruang
F % Lingkup

;i Tidak ada |4 50 100 200
2. Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 100% 200

Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

0%

0% (e e s
[® TIDAK ADA|

“—‘—;'—-——-———-—-_-___._,,,.________________

| RIARANG | 0%

i i)
|mSERING | 0% |
1 e

BSELALU. | 0% |
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3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil
pada index 4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 8.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan.

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Secara
Cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran
dari Petugas untuk meminta imbalan tertentu?

(Penyalahgunaan Jabatan)

Jumlah Nilai
No. | Jawaban Skor EroKGBhe] Eak
Ruang

f % Lingkup
1. | Tidak Ada 4 50 100 200
2. | Jarang 3 0 0 0
3. | Sering 2 0 0 0
4. | Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

40%

20%

BREC R ) 4
[ TIDAK ADA
[ WJARANG

1
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3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator

Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada
interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 9.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (Karyawan Pengadilan)

yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?

(Menjual pengaruh)

Jumlah
No. | Jawaban Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
F % Lirlghup
1. Tidak Ada 4 50 100 200
2. Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4, Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

90%

80%

70%

60%

50% :
40% -

30%

20% <

10% ¢
9 _I,__.__..

[ TIDAK ADA
mJARANG |

| m SERING

T

{ W SELALU
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3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi Responden  pada
indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index
4,00 pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator Transaksi Biaya.

Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi
tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas
layanan?

(Transaksi Biaya)

Jumlah
TR I e— Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
f % Lingkup
¥ Tidak Ada 4 50 100 200
2. Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

0% 0% 0%

o e (gt R

| = TIDAK ADA [ 1000 e Sa
{ W JARANG 0% |

| so i
— — = n s i i — — e e i

[MSERING | 0% '

[mSELALU ™ 0% !
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3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada
interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 11.

Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

Apakah Selalu membayar sesuai dengan tarif resmi tanpa
ada biaya tambahan?

(Biaya Tambahan)

Jumlah
No. | Jawaban Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
F % Lingkup
1. Tidak Ada 4 50 100 200
2. Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 | 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

e R 9h e
| B TIDAK ADA| %
= T |

| mJARANG. |

—
{ m SERING
f

| m SELALU
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3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator

Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada interval
skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 12.

Indeks pada indikator Hadiah

Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima
meskipun tidak diminta?

(Hadiah)
Jumlah Nilai
No. | Jawaban Skor Eresuens) per
Ruang
F % Lingkup
1. Tidak Ada 4 50 100 200
2. Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

| JARANG
| M SERING
{MSELALU |
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3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00
pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

Menerima Bukti Transaksi Keuangan/ pembayaran yang sah
Setelah proses Pembayaran dilakukan?

(Transparansi Biaya)

Jumlah
No. JaaBER Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
F % Lingkup
1. Tidak Ada 4 50 100 200
2. Jarang a 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00
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3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada
indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index 3,96
pada interval skor 3,26 s/d 4.00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 14.

Indeks pada indikator Percaloan

Pernah Mengetahui ada praktek Percaloan dalam

pengurusan Layanan di Pengadilan?

(Percaloan)
Jumlah
Nilai
No. | Jawaban Skor Frekuensi Per
Ruang
F % | Lingkup
1. Tidak Ada 4 48 96 192
2. Jarang 3 2 4 6
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 106 100% 198
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 3,96
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3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,90
pada interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
pengadilan bersih dari Korupsi.

Tabel 15.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

Pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi Praktek
KKN di Pengadilan?

(Perbuatan Curang)

Jumlah
No. | jawaban Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
F % Lingkup
1. Tidak Ada 4 45 90 180
2, Jarang 3 5 0 15
3, Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 195
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 3,90

e
|WSELALU |
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3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator
Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00 pada
interval skor 3,26 s/d 4,00.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri Koba bersih dari Korupsi.

Tabel 16.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

Pernah mengurus perkara melalui Hakim/ Panitera/Staff
Pengadilan Diluar Persidangan?

(Transaksi Rahasia)
Jumlah
T Skor Frekuensi Nilai Per
Ruang
F % Lingkup
1 Tidak Ada 4 50 100 200
2 Jarang 3 0 0 0
3. Sering 2 0 0 0
4. Selalu 1 0 0 0
Jumlah 50 100% 200
Nilai IPK (indeks Persepsi Korupsi) 4,00

|WJARANG |
| ® SERING
{WSELALU |
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3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks

Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba sebesar

3,99 (tiga koma sembilan sembilan) pada interval skor 3,26 s/d

4,00.
Tabel 17.
o Ruang lingkup NRR  [NRR TERTIMBANG
1 Manipulasi Peraturan 4,00 0,400
2 Penyalahgunaan Jabatan 4,00 0,400
3 Menjual Pengaruh 4,00 ,400
4 Transaksi Biaya 4,00 0,400
5 Biaya tambahan 4,00 0,400
6 Hadiah 4,00 0,400
7 Transparansi Biaya 4,00 0,400
8 Percaloan 3,96 0,396
9 Perbuatan Curang 3,90 0,390
10 [Transaksi Rahasia 4,00 0,400

Indeks Persepsi Korupsi tersebut Jika dikonversikan dalam tabel

persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada

persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai

interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,99

(tiga koma sembilan sembilan).

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadila Negeri Koba

e NILAI NILAI
INTERVAL MUTU | KINERJA

PERSEPSI | INTERVAL KONV v

1 1.00-1.75 |25-43.75 1 Tidak bersih
dari korupsi
Kurang

2 1.76 - 62.50 |43.76 -62.50 |2 bersih  dari
korupsi |
Cukup

3 2.51 -3.25 62.51 -81.25 3 bersih dari
korupsi

4 3.26-4.00 |81.26-100.00 |4 Bersih — dari
korupsi
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3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja

pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey
yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden
berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan
meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan
Negeri Koba. Adapun masukan dari responden adalah sebagai
berikut :

1 Sangat baik
Baik
bagus
Saudah sangat baik PN Koba

PN Koba pelayanan sudah baik
mantap

PN Koba sudah bagus

@ N O s W N

Sudah sangat bagus
9 Sudah sangat bagus
10 Semoga membangun Lebih bagus lagi
11 sudah Sangat bagus
12 Sudah bagus
13 sudah bagus
14 PTSP BAGUS
15 Pelayanan ramah
16 Sudah Baik
17 Sudah sangat baik
18 Sudah baik
19 oke
20 Sudah sangat baik pelayanan PN Koba
21 bagus
22 BAGUS
23 Sangat baik
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

Sudah sangat baik

Sudah sangat baik

sudah baik, terus tingkatkan

Semoga menjadi yang terbaik

BAIK

Pelayanan Baik

Sudah sangat baik

Sangat Baik

LAYANAN BAIK

BAGUS

BAIK

Sudah sangat ba8k

bagus

baik

Pelatanan Sudah Sangat Bagus

PN Koba sudah bagus

Petugas Pelayanan sudah sangat baik

PTSP PN Koba sudah sangat baik dalam memberikan
pelayanan

Sudah baik

Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Koba sudah sangat bagus
Pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Koba sudah bagus
Pelayanan Baik dan Bagus

Sudah bagus

Mau terus untuk menjadi yang terbaik

Tingkatkan terus
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BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan

Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan
Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba diperoleh informasi bahwa
pada Pengadilan Negeri Koba memiliki Indeks Persepsi Korupsi
berada pada angka 3,99 (tiga koma sembilan sembilan)/dalam
skala 1- 100 maka nilai yang diperoleh 99,65% (sembilan puluh
sembilan koma enam lima) persen atau masuk pada kategori Bersih
dari Korupsi. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari

indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai

berikut:

1) Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 (8)

2) Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00 (2)
3) Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 (3)

4) Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00 (4)

5) Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 (5)

6) Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00 (6)

7) Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 (7)

8) Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,96 (9)

9) Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,90 (10)

10) Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 (8)

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya,
diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada
pada Indikator “Transaksi Rahasia” mendapat indeks 4,00 disusul
Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 dan
Indikator “Menjual Pengaruh” mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya,
diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada

pada Indikator “Perbuatan Curang” mendapat indeks 3,90 disusul
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4.2,

Indikator “Percaloan” mendapat indeks 3,96 dan Indikator

“Manipulasi Peratusa” mendapat indeks 4,00;

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator
terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Koba triwulan
ke IV (empat) Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa
mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 sampai dengan 4,00
atau masuk pada persepsi Bersih Dari Korupsi Namun dari sepuluh
indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Indeks Persepsi
Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri
Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan
responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator
“Transaksi Rahasia” mendapat indeks 4,00 disusul Indikator
“Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks 4,00 dan Indikator
“Menjual Pengaruh” mendapat indeks 4,00;

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya,
diperoleh kepuasan responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada
pada Indikator “Perbuatan Curang” mendapat indeks 3,90 disusul
Indikator “Percaloan” mendapat indeks 3,96 dan Indikator

“Manipulasi Peratusa” mendapat indeks 4,00.
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LAMPIRAN-LAMPIRAN
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JADWAL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT

PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

No Tahap Survey

Kegiatan Tanggal Pelaksanaan
1 Triwulan 1 Pelaksanaan Survey Triwulan | 2 Januari 2023 s/d 31
Maret 2023
Pengolahan Data/Perhitungan 1 April 2023 s/d 3 April
Indeks 2023
Penyusunan dan Pelaporan 3 April 2023 s/d 5 April
2023
2 Triwulan 2 Pelaksanaan Survey Triwulan Il 1 April 2023 s/d 30 Juni 2023
Pengolahan Data/Perhitungan 1 Juli 2023 s/d 5 Juli 2023
Indeks
Penyusunan dan Pelaporan 4 Juli 2023 s/d 5 Juli
2023
3 Triwulan 3 Pelajsanaan Survey Triwulan IlI 1 Juli 2023 s/d 30
September 2023
Pengolahan Data/Perhitungan 3 Oktober 2023 s/d 4
Indeks Oktober 2023
Penyusunan dan Pelaporan 4 Oktober 2023 s/d 5
Oktober 2023
4 Triwulan 4 Pelajsanaan Survey Triwulan IV 3 Oktober s/d 30
Desember 2023
Pengolahan Data/Perhitungan 2 Januari 2024 s/d 3
Indeks Januari 2024
Penyusunan dan Pelaporan 3 Januari 2024 s/d 5

Januari 2024
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KOMPUTER TOUCHSCREEN

Sebagai media pengguna layanan mengisi survey pada
Aplikasi SISUPER BADILUM

dengan alamat

http:// esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ index.php/
kontrol ipk

"5 APLIXASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIX

=4
si SUPER
PENGADILAN NEGERI KOBA

@,
Ty Erpe man g ot
SKM
K3 Disind
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BTy Premgms At Kot

SPAK
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DAFTAR PERTANYAAN SPAK

1.

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku?

e Tidak Sesuai Prosedur

e Jarang Sesuai Prosedur

e Sering Sesuai Prosedur

e Selalu Sesuai Prosedur

. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada

penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?
* Petugas melayani selalu meminta imbalan
* Petugas melayani sering meminta imbalan
¢ Petugas melayani jarang meminta imbalan

* Petugas melayani tanpa meminta imbalan

. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan

membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?

e Selalu

e Sering

e Jarang

e Tidak Ada

- Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik

melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?
¢ Tidak Pernah

e Jarang
e Sering
e Selalu

Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya

tambahan?

e Tidak Pernah

e Jarang
e Sering
e Selalu

Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di
Pengadilan (meskipun tidak diminta)?

e Selalu
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e Sering
e Jarang
e Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah
proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?
» Tidak Pernah

o Jarang
e Sering
¢ Selalu

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan

di Pengadilan?

¢ Selalu

e Sering

e Jarang

¢ Tidak Ada

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di

Pengadilan?

e Selalu

e Sering

e Jarang

e Tidak Ada

10.Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan

diluar persidangan?

e Selalu

e Sering

e Jarang

¢ Tidak Ada
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI KOBA
JI. Soekamo Hatta Il, Arung Dalam Koba, Kab. Bangka Tengah, Bangka Belitung KAB. BANGKA TENGAH
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

https://pn-koba.go.id/

PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI
Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023

Jumlah 50 RESPONDEN
Jenis Kelamin LAKI-LAKI : 31
PEREMPUAN : 19

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Pendidikan  Tidak / Belum Sekolah : 0 Diploma 2 : 0

SD:2 Diploma 3:0
NILAI INDEKS SMP: 5 S1:21
SMU : 16 S2:5
3,99 I 99,650/0 Diploma 1:0 S3:1
Pekerjaan PNS: 10 SWASTA: 7

TNI: 0 WIRAUSAHA : 2
POLRI : 2 TENAGA KONTRAK : 0
LAINNYA : 29

ivaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

-Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? 3,900
.Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? 3,960
- Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000

indak lanjut dari 3 Unsur Terendah :
.Indikator Perbuatan Curang

1. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba
menyampaikan kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek perbuatan curang berkaitan dengan
pemberian pelayanan kepada masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua Pengadilan Negeri Koba mengingatkan
kembali himbauan Pimpinan Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan
praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.

2. Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan
juga di website resmi Pengadilan Negeri koba (https:/pn-koba.go.id/)

Indikator Percaloan

1. Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba
menyampaikan kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek percaloan dalam pengurusan layanan di
Pengadilan Koba.

2. Ketua Pengadilan Negeri Koba menekankan kepada petugas PTSP agar memberikan layanan sesuai dengan ketentuan SOP Pengadilan
Negeri Koba yang telah ditetapkan.

Indikator Manipulasi Peraturan

Pada rapat PTSP bulan Desember 2023 yang dilakukan pada tanggal 3 Januari 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP
(Standar Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam
mengeluarkan apa yang menjadi produk layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah ditetapkan apa saja tahapan yang
dilakukan dalam memberikan pelayanan, dan apa saja syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.

Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat
bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan
meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

esurvev.badilum.mahkamahaauna.ao.id/index.oho/kontrol ipk/perhitunaan 1M



LAPORAN
MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA
KELAS Ii

TRIWULAN IV
TAHUN 2023



MONITORING EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI KOBA

A. Monitoring dan Evaluasi Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri

Koba

Pengadilan Negeri Koba dalam hal ini melakukan Survey Kepuasan

Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya

dengan output berupa nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK). Nilai SPAK tersebut

menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan

Negeri Koba. Dari hasil pelaksanaan survey yang diambil dari Aplikasi Survei

Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pengadilan Negeri Koba dengan alamat:

htrp://esurvey.badﬂum.mahkamahaqunq.qo.id/index.php/kontro! ipk

yang dilaksanakan pada Bulan Oktober s/d Desember tahun 2023 diperoleh nilai

Indeks Persepsi Korupsi 3,99 (tiga koma sembilan sembilan) atau 98,65%

(sembilan puluh delapan koma enam lima) persen atau masuk pada kategori

Bersih dari Korupsi. Perolehan Nilai IPAK di Pengadilan Negeri Koba untuk triwulan

IV (empat) Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)
9)

Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00 (8)
Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00(2)
Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00 (3)
Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00 (4)
Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00 (5)
Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00 (6)

Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00 (7)
Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,96 (9)

Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,90 (10)

10) Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00 (8)



Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan
responden 3 (tiga) nilai paling tinggi berada pada Indikator “Transaksi Rahasia’”
mendapat indeks 4,00 disusul Indikator “Penyalahgunaan Jabatan” mendapat indeks
4,00 dan Indikator “Menjual Pengaruh” mendapat indeks 4,00:

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di
Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat Indikatornya, diperoleh kepuasan
responden 3 (tiga) nilai paling rendah berada pada Indikator “Perbuatan Curang”
mendapat indeks 3,90 disusul Indikator “Percaloan” mendapat indeks 3,96 dan
Indikator “Manipulasi Peratusa” mendapat indeks 4,00:

Pada rapat dan Monev IPAK triwulan IV tahun 2023 Pengadilan Negeri Koba
yang dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2024, telah dilakukan analisis yang mana
terhadap hasil survei unsur dengan 3 (tiga) nilai terendah yaitu dikarenakan oleh:

1. Perbuatan Curang
Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Perbuatan
Curang bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,90
dengan demikian masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada
praktek Perbuatan Curang atau terjadi terjadi praktek KKN di dalam pelayanan
yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian Pengadilan
Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal;

2. Percaloan
Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Percaloan
bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu sebesar 3,96
dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih ada
terjadi praktek percaloan di Pengadilan Koba, walaupun demikian Pengadilan
Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal.

3. Manipulasi Peraturan
Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Manipulasi
Peraturan bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu

sebesar 4,00 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan oleh



petugas di Pengadilan Koba sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,

dan Pengadilan Negeri Koba akan harus meningkatkan pelayanan yang

maksimal.

B. Tindak Lanjut Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri Koba

Dalam hal menindakanjuti hasil Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri

Koba, Ketua Pengadilan Negeri Koba telah mengintruksikan pihak kepaniteraan

terkait agar melakukan tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah dalam penilaian

SPAK triwulan IV tahun 2023 Pengadilan Negeri Koba yang dilakukan pada tanggal 3

Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

1. Indikator Perbuatan Curang

a)

b)

Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi
tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan
kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan
praktek perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua
Pengadilan Negeri Koba mengingatkan kembali himbauan Pimpinan
Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan
dibawahnya untuk tidak melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.

Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri
Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan juga di
website resmi Pengadilan Negeri koba (https://pn-koba.go.id/)

2. Indikator Percaloan

a) Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi

tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan
kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan
praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Koba.



b) Ketua Pengadilan Negeri Koba menekankan kepada petugas PTSP agar
memberikan layanan sesuai dengan ketentuan SOP Pengadilan Negeri Koba
yang telah ditetapkan;

3. Indikator Manipulasi Peraturan

Pada rapat PTSP bulan Desember 2023 yang dilakukan pada tanggal 3 Januari

2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP (Standar

Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas

pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam mengeluarkan apa yang menjadi produk

layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah ditetapkan apa saja
tahapan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan, dan apa saja syarat yang
diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang dilakukan maka nilai Survey

Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri Koba pada triwulan selanjutnya akan meningkat.

Koba, 4 Januari 2024
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NOTULA
Dasar : Surat Undangan Nomor 2/PAN.04/UND.PW1.1.2/1/2024
Hari : Kamis
Tanggal : 4 Januari 2024
Pukul : 10.00 WIB
Tempat : Ruang Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Koba
Acara : Rapat Monitoring Evaluasi dan tindak lanjut Laporan Hasil
Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan 1V Tahun
2023
pada Pengadilan Negeri Koba;
Peserta Rapat : 1. Hakim Pengawas.

2. Panitera Muda Hukum;
3. Staf/Honorer Kepaniteraan Hukum;

JALANNYA RAPAT:

Hakim Pengawas Kepaniteraan Hukum membuka rapat Monitoring
Evaluasi dan tindaklanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV
Tahun 2023 dan menyampaikan arahan sebagai berikut:

— Agar Kepaniteraan hukum sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam
pelaksanaan survey terus melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara
maksimal untuk meningkatkan tingkat kepuasan Masyarakat setelah menerima
layanan dari Petugas PTSP;

— Panitera Muda Hukum agar tetap memperhatikan jumlah responden yang
harus dipenuhi dalam penilaian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Selanjutnya Panitera Muda Hukum menyampaikan pelaksanaan Survey
Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023 berjalan
dengan baik dengan jumlah total responden 50 responden, yaitu jenis kelamin
laki-laki 31 orang, perempuan 19 orang, dengan Nilai Survey Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) 99,65 % (sembilan puluh sembilan koma enam lima) persen
atau dalam interval 1 — 4 Pengadilan Negeri Koba memperoleh nilai sebesar 3,99
(tiga koma sembilan sembilan) berada pada kategori “SANGAT BAIK” (pada
interval 88,31 s/d 100)

Indeks Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pengguna layanan Pengadilan
di Pengadilan Negeri Koba, berdasarkan peringkat ruang lingkupnya, diperoleh
kepuasan responden dengan 3 (tiga) nilai terendah berada pada ruang lingkup:
1. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di
Pengadilan dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,90;



Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan
di Pengadilan, dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 3,960;

Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan
yang berlaku, dengan nilai rata rata per ruang lingkup yaitu 4,00;

Untuk menindakanjuti 3 (tiga) nilai terendah hasil Survei Kepuasan

Masyarakat Pengadilan Negeri Koba tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Koba
telah mengintruksikan pihak terkait agar melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

1.

Perbuatan Curang

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Perbuatan
Curang bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai yaitu sebesar 3,90
dengan demikian masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih
ada praktek Perbuatan Curang atau terjadi terjadi praktek KKN di dalam
pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba, walaupun demikian
Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal,
Percaloan

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Percaloan
bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu sebesar 3,96
dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa walaupun minim tapi masih
ada terjadi praktek percaloan di Pengadilan Koba, walaupun demikian
Pengadilan Negeri Koba tetap harus meningkatkan pelayanan yang maksimal.
Manipulasi Peraturan

Dari hasil yang diperoleh Pengadilan Negeri Koba pada indikator Manipulasi
Peraturan bahwa Pengadilan Negeri Koba memperoleh Nilai Maksimal yaitu
sebesar 4,00 dengan demikian Masyarakat menyatakan bahwa pelayanan
oleh petugas di Pengadilan Koba sudah sesuai prosedur dan ketentuan yang
berlaku, dan Pengadilan Negeri Koba akan harus meningkatkan pelayanan
yang maksimal.

Untuk menindakanjuti hasil Survei Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri

Koba, Ketua Pengadilan Negeri Koba telah mengintruksikan pihak kepaniteraan
terkait agar melakukan tindak lanjut terhadap 3 unsur terendah dalam penilaian
SPAK triwulan IV tahun 2023 Pengadilan Negeri Koba yang dilakukan pada
tanggal 3 Januari 2024 yaitu sebagai berikut:

1.

Indikator Perbuatan Curang

a) Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi
tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan
kepada seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan
praktek perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba dan Ketua
Pengadilan Negeri Koba mengingatkan kembali himbauan Pimpinan
Mahkamah Agung telah memerintahkan kepada badan-badan peradilan
dibawahnya untuk tidak melakukan praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan
Nepotisme) dalam pelaksanaan peradilan.

b) Telah dipasang banner anti gratifikasi di ruang PTSP Pengadilan Negeri
Koba, dan di beberapa tempat di Pengadilan Negeri Koba dan juga di
website resmi Pengadilan Negeri koba (https://pn-koba.go.id/)



https://pn-koba.go.id/

2. Indikator Percaloan
a) Pada rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi
tanggal 3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan
kepada seluruh aparatur Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan
praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Koba.
b) Ketua Pengadilan Negeri Koba menekankan kepada petugas PTSP agar
memberikan layanan sesuai dengan ketentuan SOP Pengadilan Negeri
Koba yang telah ditetapkan;
3. Indikator Manipulasi Peraturan
Pada rapat PTSP bulan Desember 2023 yang dilakukan pada tanggal 3
Januari 2024 Ketua Pengadilan Negeri Koba telah menetapkan SOP (Standar
Operasional Prosedur) untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi dan SOP PTSP dalam mengeluarkan apa yang menjadi
produk layanan pengadilan, dimana dalam SOP-SOP tersebut telah
ditetapkan apa saja tahapan yang dilakukan dalam memberikan pelayanan,
dan apa saja syarat yang diperlukan untuk menyelesaikan pelayanan.

Diharapkan dengan tindakan perbaikan yang telah dilakukan Pengadilan
Negeri Koba dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pengguna
atau Penerima layanan pada Pengadilan Negeri Koba sehingga merasa sangat
puas dengan pelayanan yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri Koba.

Demikianlah hasil rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks
Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023, ditutup oleh Ketua
Tim Survey Pengadilan Negeri Koba.
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Rapat Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks Survei Persepsi Anti
Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun 2023
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DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal Pelaksanaan

Kamis, 4 Januari 2024;

Jam Pelaksanaan

10.00 WIB;

Tempat Pelaksanaan

Ruang

Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Koba

Hukum

Acara Rapat Monitoring Evaluasi dan
tindak lanjut Survei Persepsi Anti
Korupsi (SPAK) Triwulan IV Tahun
2023;
No. Nama Jabatan Tanda tangan
1. Rizki Ridha Hakim Pengawas
Damayanti, S.H.,
M.H.
A
2. Uspa Demarati, S.H. Panmud Hukum M
3. Kiki Kurniawan, S.H. PP/Staf Hukum \)V\'\
Y
4. Siti Damayanti, S.H. Staf Hukum (PTSP) g
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FORM TINDAK LANJUT
Monitoring dan Evaluasi Laporan Hasil Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM) Triwulan IV Tahun 2023
pada Pengadilan Negeri Koba

Rapat Monitoring dan Evaluasi hasil Survey Persepsi Anti Korupsi tanggal
3 Januari 2023 Ketua Pengadilan Negeri Koba menyampaikan kepada
Petugas PTSP Pengadilan Negeri Koba agar tidak melakukan praktek
perbuatan curang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada
masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Koba.

RUANG RAPAT

PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS II

TT RUANG KH';E":;S." i ;

| JENGADILAN NEGER! K0BA :

5 Az
" p



Keterangan: Himbauan-himbauan melalui web pn koba yang menyampaikan untuk
tidak melakukan praktek kkn (kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam

pelaksanaan peradilan.

) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

"} PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS Il

Q
BERANDA v TENTANG PENGADILAN v LAYANAN PUBLIK v LAYANAN HUKUM v BERITA v HUBUNGI KAMI ~ REFORMASI BIROKRASI
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hukum secara
Gunakan hak anda, manfaatien
POSBAXUM!

Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu

Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan
layanan bantuan hukum secara cuma-cuma
Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSYANKUM
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Keterangan: Pengadilan Negeri Koba telah melaksanakan kampanye anti gratifikasi
dengan turun ke jalan raya bypass padang mulia Kecamatan Koba.

pn_koba

pn_koba * Audio asli

"\, ..
N /"

Keterangan: himbauan Pimpinan Mahkamah Agung yang telah memerintahkan
kepada badan-badan peradilan dibawahnya untuk tidak melakukan
praktek KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme) dalam pelaksanaan
peradilan (dimuat dalam media sosial PN Koba)

-l = | = SB wWE ST Ll 7120 -
FPostingan

Pr_koba
P koba - Audio asli

M

‘!.}ﬁ, Disukai oleh yvyeyvenvwahyuni=221 danmn 27 lainnya

Pr_koba Instruksi Ketua NMiahkamah Agung RI untulk
Aparatur Miahkamah Agung danmn BEadan Peradilan di seluruh
Indonesia.

HKetua NMiahkamah Agung MMmMaenginstruksikan kepada seluruh
vwarga NMahakamah Agung danmn Badan Peradilan yang
berada di bavwahnya untuk selalu Mmelaksanmnakanmn hal—hal
sebagai berilkut -

T . VMienjunjung tinggi INntegritas serta tidak melakulkan
PrPerbuatan perbuatan yvyang tercela, baik di dalam rmauuapun di
Tuar lingkunNngan <Kerja yanmng dapat merusak mama baik
NMahkarmah Agung dan Lembaga Peradilan;

Z. Memegang prinsip kejujuranmn danmn kemandirian serta
menghindarkanmn diri dari konflik kepentlngan dalam setiap




Pada hari Rabu 3 Januari 2023, Kamis 4 Januari 2023 Hakim Pengawas PTSP
bersama-sama supervisor melakukan briefing terhadap Petugas PTSP
mengingtkan untuk dalam memberikan pelayanan selalu memperhatikan) 3S
(Senyum, Salam, Sapa) dan selalu menerapkan SR (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat
dan Rajin.




Sudah ada SOP (Standar Operasional Prosedur), salah satunya SOP
Kepaniteraan Hukum dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi
pada Kepaniteraan HukuM dan SOP PTSP sebagai acuan dalam
mengeluarkan produk layanan pengadilan.
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Jalan Gelora No. 1 Komplek Perkantoran Pemkab Bangka Tengah
Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah 33681
‘® : (0718 ) 6911210

Email :

engadilan.negeri.keba

mail.com

NO

NAMA SOP

NOMOR SOP

PENANGAMAN PENGADUAN
PENDELEGASIAN DARI BAWAS
(PEMGADILAM MEGERI)

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

PENAMGAMAN PENGADUAN INISIATIF
SENDIRI PENGADILAN MEGERI

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

PEMDAFTARAN SURAT KUASA
KHUSUS

W7.U401.HK.00/OT.01.3/2/2023

PENDAFTARAN SURAT IJIN KUASA
INSIDENTIL

W7 .U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

SURAT KETERAMNGAM TIDAK
TERSANGKUT PERKARA

W7.U401.HK.00/OT.01.3/2/2023

SURWVEY KEPUASAN MASYARAKAT
(SKM) DAN SURVEY PERSEPSI ANTI
KORUPSI (SPAK) LAYANAN
PENGADILAN NEGERI

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

LEGALISASI SURAT AKTA DIBAWAH
TANGAN (WAARMEKING)

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

SURAT KETERAMGAM
ELEKTROMIK MELALUI APLIKASI
ERATERANG

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

KEARSIPAN BERKAS PERKARA PN

W7.U4/01. HK.00/OT.01.372/2023

10.

PELAYAMAN PEMBERIAN INFORMASI
DENGAN KEBERATAN PENGADILAN
NEGERI

W7.U4/01. HK.00/OT.01.372/2023

11.

PELAYANAN PEMBERIAN INFORMASI
TANPA KEBERATAMN PENGADILAN
MNEGERI

W7.U4/01.HK.00/OT.01.3/2/2023

12.

PEMBUATAMN LAPORAN PERKARA
(BULANAMN 7 4 BULANAN/G
BULAMAN/TAHUMAN) PENGADILAN
NEGERI

W7.U4/01. HK.00/OT.01.372/2023

13

PEMINJAMAN DAN PENGEMBALILAN
ARSIFP BERKAS PERKARA PENGADILAN

NEGERI

DIBUAT OLEH

=

= IN MARANTIKA. S H
NIP. 19760302 2011 1 005

W7 U401 HK. OO/OT.01_372/2023

L2 =1

DERIT WERDININGSIH S. H.
NIP. 19780430 200502 2 002

DIPERIKSA OLEH

DISAHKAN OLEH

RIZAL T, ANI, S H. M _H.
NIP. 19770407 2003121 001
7




No. Dokumen - W7 US/032 HK . OO/OT.0O1.2/2 /2023
Tol Pembuatan T 02 Januan 2010

PENGADILAN NEGERI KOBA
KELAS 11
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PELAYANAN TERRADU SATU
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pengadi

PENGADILAN NEGERI KOBA KELAS I
KOMPLEK PERKANTORAN, JL. GELORA NO.1, PADANG MULIA,
KEC. KOBA, KAB. BANGKA TENGAH
= : (0718 ) 6911210

Email :

geri.koba@gmail.com

Z
0

NAMA SOP

NOMOR SOP

SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA
PERMOHONAN GUGATAN/GUGATAN
SEDERHANA/BANTAHAN SECARA ELEKTRONIK
{ONLINE) UNTUK PENGGUNA TERDAFTAR

W7.U4/01. HK.O0/OT.01.3//2019

SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA
PERMOHONAN GUGATAN/GUGATAN
SEDERHANA/BANTAHAN SECARA ELEKTRONIK
{ONLINE) UNTUK PENGGUNA LAIN

W7.U4/02. HK.OVOT.01.2/42019

SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA
PERMOHONAN GUGATAN/GUGATAN

SEDERHANA/BANTAHAN

W7.U4/03. HK.OD/OT.01.3W/2019

SOP PERMOHONAN PENDAFTARAN PERKARA
PERMOHONAN

W7 . U404 HK.O0/OT.01.2//2019

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PIDANA

W7.U4/05. HK.CO/OT.01.3/2019

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PIDANA

W7.U4/06. HK.O0/OT.01.3/¥2019

SOP PENERBITAN AKTA KASASI, PENERIMAAN

MEMORI DAN KONTRA MEMORI KASASI PERKARA

PERDATA

W7.U4/07 HK.00/OT.01.3/1/2019

SOP PENERBITAN AKTA PK,
PENERIMAAN MEMORI DAN KONTRA
MEMORI PK PERKARA PERDATA

W7 .U4/08 HK.OWOT.01.3/42019

SOP PENERBITAN SALINAN PUTUSAN
PERKARA PERDATA

W7 .U4/09 HK.00/OT.01.3/142019

io0

SOP PTSP PENDAFTARAN PERKARA
PIDANA

W7 U4/10.HK.OO/OT.01.3/142019

11

12

i3

SOP PTSP PENDAFTARAN PERKARA
PRAPERADILAN

W7 U4/11. HK.OO/OT.01.3/2019

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN
GRASI PERKARA PIDANA

SOP PTSP PENERIMAAN MEMORIUKONTRA
MEMORI BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PIDANA

14

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
PENCABUTAN BANDING, KASASI, PENINJAUAN
KEMBALI PERKARA PIDANA

is5

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
WINIPERSETUJUAN PENGGELEDAHAN DAN
PENYITAAN

W7 U412 HK.OWOT.01.3/12019

W7 U413 HK.OVOT.01.3/1/2018

W7.U4/M14 HK.OVOT.01.3//2019

W7.U4/15. HK.00/OT.01.3/1/2019

16

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN PINJAM
PAKAI BARANG BUKTI

W7.U4/16 HK.O0/OT.01.3/1/2019

i7

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN

i8

SOP PTSP PERMOHONAN IJIN BESUK

W7 U417 HK.00/OT.01.3/12019

W7 U418 HK 00VOT.01.3/1/2018

i9

SOP PTSP PENERIMAAN PERMOHONAN
PENETAPAN DIVERSI PERKARA ANAK

W7 U4/19 HK.0O/OT.01.3/1/2019

20

SOP PTSP SURAT KETERANGAN TIDAK
TERSANGKUT PERKARA

W7 .U4/20 HK.OD/OT.01.3/w2019

.55

22

SOP PTSP PENDAFTARAN SURAT KUASA

W7.U4/21 HK.00/OT.01.3//2019

SOP PTSP PENGELOLAAN SURAT MASUK

W7.U4/22 HK.00/OT.01.3/1/2019

23

SOP PTSP PENGELOLAAN SURAT KELUAR

W7 U423 FK.ONOT.01.3/020189

DIPERIKSA OLEH

DIBUAT OLEH

JA LUDI H.
NIP.19770424 200604 1 003

SOFYAN, SH., MH
NIP.19810110 200502 1 002

DISAHKAN OLEH

RIZAL TAUFANI, S H.M.H.
NIP. 19770407 2003121 001

-

court l

| e Roio =

RIS T | | |




2. | SK Ketua Pengadilan Negeri Koba untuk memberlakukan SOP
(Standar Operasional Prosedur) tersebut

S. Sura: Edaran Ketua Mahkamah Asung Nomor 13 Tahuwuan 2010

tentang pembuatan  Standar  Operasionod 1 Frose

e a Nomor 7 Tahun 2016 tentang Fenegakan

im pada Mahkamah Asuns dan Badan Poradi

Fra
Berada Dibawahmnya:

©. Peraturan Menteri Pondayasunaan Aparatar  Neogara  dan
Reformasi Birokrasi Republilk  Indonesis Momeor =25 Tahin
2012 tentans Podoman Penyusunan Standar Opcrasional
Proscdur [ SOP ) :

7. Poraturan Sckrotaris Mahkamah Asuns RI Nomor 002 Tahun
2012 temtans Pedoman  Pensmasuanan Standar Opcrasional
FProsedur [ SOP ) di lingkunsan Mahlkamah Agungs dan Badan
Poradilan dibawabhos.

PMEMUITUSEKAN

Meonctaploan ;. KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KOBA TENTANG

FENETAFAN STANDAR OFERASIONAL FROSEDLIR [ SOF ) Fala
PENGADILAN NEGERI KOBA.

esatin : Mencabut Sura: Keputusan  Ketus  Pengadilan Negeri  Eobe
MNomor WT T4y 1304 .. FSE/KPO4.6/8/ 2021 tangsal 16
Agustus 2021 tentang Poenctapan Standar Operasional  (SOP)

pada Pensadilan Nosori Kobea.

Feciia : Penctapan Standar Opcrasiconal Proscdur (SOF) pada Ponsadilan
Megeri Koba haras dijadikan podoman dalam pelaksanaan tuasas
dan fungsi aparat peradilan di ingkungan Peradilan Do ©

Bctima : Penectapan Standar  Operasiono 1 Froseduar [ SOP ) bersifat
dinamis dan dapat dilakukan cvahiasi scrta poerubahan scoars
terus-mencorus, copat, dan topat untul POnyCImPurTiaan Sosiad
kebutuhan organisasi

Eocnmpat : Memeriniahkan agar seluruh halkim dan pegawail melalcsanoloan

n Standar Opcrasional Proscduar | SOFP )

Felirna : & crlaki: sciak tanssal ditctaplkan densan

la dilkcmudian hari terdapat kocleel

keputusan ini akan disdakan perbailkan  sebagoimora

Tcstinge;

Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang
bersangkutan untuk dapat dipergunakan dan dilaksanakan

scbagaimana mestinyva dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di : KOBA
4 Februari 2023

Pada tnnggal' =2
<

TANGGAL PELAKSANA

4 Januari 2023 PANITERA MUDA
HUKUM

STAMP/STEMPEL | USPA DEMARATI, S.H. WERDININGSIH, S.H.

NIP. 198508042009122002 19780430 200502 2 002




